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LNVTBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 3E9 TAHIIN 1997 SERI D' NOMOR : 436

PERAT{JRAN DAERAII PROPINSI DAERAH INNGKAT I JAMBI

NOMOR:5TAHLIN1997

TENTANG

PEMBENTI.]KAN PERUS$IAA}T DAERA}I ANGSO PUTIH

DENGA}T RACHMA'T TTITIAN YAIIG MATIA ESA

GTJBE.RNUR KEPALA DAER"AH TINGK.A.T I JAMBI

Menfunbang t I a. bahwa dalam rangka rnendorong perfirmbuhan

ekonomi di Daerah, memanfaatkan potensi daft

paluang yang ada. dipandang perlu membenfuk

Feru.sahaan Daerah ;

b. bahwa pembentukan Peru'sahaan Daerah

sebagaimana dimaksud pada htuuf a diatas

disanrping rnembuka kesempatan kerja, juga

diharapkan sebagai salah satu sunrber pendapatafl

I)aerah;
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bahwa unfirk maksud diatas perlu ditetapkan

dengan Peraturan Da€rah.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 teirtang

Penetapan Undang-rmdang Nomor 19 k. Tahwr

1957 (t embaran Negara Tahun 1958 Nomor 112)

tentang Pembentukm Daerahdaerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Bral Jambi dan Riau

sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

Tahun 1957 Nomor 75).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1fti2 tentang

Perusatraan Daerah (Irrnbaran Negara Tatrun

1962 Nomor 10).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehrsanan

(I-embaran Negara Tatnur 1967 Nomor 8).

4- Undang-mdang Nomor 11 Tahun 1967 terttang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

(Ixmbaran Negara Tatrun 1967 Nomor 22) juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tatnm 1969

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang ketentuan-keteirtuan Pokok

Pertambangan (I-embarau Negara Tahrm 1969
Nntnnr 6O\



)- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974Pokokaokok pemerintahan 
Di(Irmbaran Negara Tahun tSZ+ Nomor:e;.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {r t
Negara Tahun 1992 Nornor 49).

Peraturan pemerintah 
Nomor 44 Tahrur

tentang Penyerahan setragian dari
Pemerintah pusat dalarn I_apangan

7.

Peraturan pemerintah 
Nomor 64 Tahun lgjitentang Penyerahan sebagian rlrtrsan pernerintah

di I-apangan Perikanan Lau4 lq.t,rao* da'

ffly:: 
o*,1Daerah s*"tan;; ringftatr

kep{a propinsi Sumarera Tengah
Negaia Tahun l95l Nomor 63).

(Lenrbaran Negara Taftun 1g5T).

Peraturan pernerintah Nomor 32 Tahun ti9gtentang pelalisanaa
r.-L.-- r^-_ 

n Lndang-undang \_omor 1l,. \vruul ll

3::,"u7 
tenrang Ketenruan-ketenruan pokok

; " ; ;Nomor 60).

9.

Peraturan Femerintah Nomor
tentang Hak pengusahaan

r ' -oo

21 't'ahun 
I9.VA

F{uian dan F{ak

10.



11.

12.

14.

15 .

16.

Pennurgutan Hasil Hutan (Le'mbaran Negara

Talnm 1970Nomor 31).

Perahrran Pem€'rintah Notrror 33 Tahrm 1970

tentag Perencanaan Hutaa (lrmbaran Negara

Tahun 1970 Nomor 50).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahrm 1975

teotang Penyeratran sebagian Urusan Pemerintah

Pusat di Bidang Perkebrman Besar kepada Daerah

Tingkat I (L,embaran Negara Tatnrn 1975

Nomor 28).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980

tentarrg Pengelolaan Batran Galian (tanbaran

Negara Talnm 1980 Nomor 47).

t

Peraturan pemerintah ]'tromor 28 Tahun 1985

tentang Pedinduagan Hutan (Lembaran Negara

Tahun 1985 Nomor 39).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986

tentang Penyeraham sebagian urusan Pemerintatt

di bidang Pertambangan kepada Tingkat I

(I-embaran Negara Tahun 1986 Nomor 53)'

Peraturan PEmerintah Nomor 22 Tahun 1990

tentang Penyerahan sebagian unn:Irl Femerintah

datam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jatran
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Dengan Fersehrjuan Dewan perwakilan RakTat Daerah
hopinsi Tingkat I Jambi.

kePada Dati I dan Dati II
Tahun 1990 Noma,r 26).

Perafirran Menferi Dalam Negeri Nomor 3
1990 tentang pengelola Barang Milik
I)aerah.

Perafuran L{enteri Daiam Nr,egeri Njornor 4 Tr
1990 te64rg Cara Kery'a Sama Antara perrrsrt
)aerah dengan Fihak Ketiga.

Perahrran Menferi Dalam N',egeri Nomor 3 T,
1986 tentang penyerahan fuIodal Daerah
Pihak Keriga.

N,TEf tdL iTUSKAi \

(tr-ernbaran

t7.

18.

19.

20" Kepuhrsan Menteri Dalam Negeri Nomor g4
Tahun 1993 tentang tsEntuk perat,ran Daerah dar
Perahrran Daerah Ferubahan.

Menetapkan : PERATLIR-,{N DAERq}i PROPINSI DAEAT,\}I
TTb{GKAT I "IA}ffiI T"EhITAT.{G PEMBEhT]UIL$i
PERUSAHAAN D,{ER,AH A}TGSO PL]TS{
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BAB I

I(ETENTUAN IIMUM

Pasal 1.

nahpPeratrran Daerah ini yartg dimaksud dengan :

, y_A**tah adalah Pem€rintah Propinsl Daerah Tingkat I Jambi'

b.,,S# h adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi'

,. art"** adalah Gubernur Kepala Daeratr Tingkat I Ja*$i.

d. peru$ahaan Daeratr adalah Perosahaan Daerah Angso Putih.

a. Direk$i adalatr Direksi Perusahaan Daerah Angso Putih-

f. Dewm Pengawas adalah Dewan Pengawas Peflrsahaan

AngPo Putih.

g.pegawai Perusatnan f)aerah adalah Pegawai Perusahaan

Angeo Putih.

Daerah

Daeralt

BAB I I

NAIMA., KEDLTDUKAN HUIffM' TUJUAN D.AN

tr,APANGAI"I USAHA

Pasal 2.

(1)- Narna Perusahaan Daerah aciaiah Perusahaan Daerah Altgso Putih

yang disingkat dengan FD. ,A'ng,so Putih'
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@. Penrsahaan f)aerah beri<edudukan di Jambi dan dapat mt
unit waha dan Cabang di ternpaf lain didatam atau diluar

(3).
T]1Yi "":rt 

Angso purih adalah Badan Hukurn yane5 utrfQik

ffiH,,Tf^::,T*:"i 
Peraturan Daerah ini dan peraturqliperundang-undangan yang berlaku ;

(4).

T"ff,j:1T:"ygr 
ketenfuan-kerentuan daiam peranrralvecrt|Iel

l;i.:^ :T":* ferusahaan 
Daeratr diberlakukan peraurar

hukum yang berlaku dalam Negeri RL

Jambi.

pasa! 3.

(l)' Perusa*aan Daerah didirikan dengan marsud untuk rnembantu fu1mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerahdibidang perhutanan serta sebagai salah satu sumber pendapahn
Daerah.

(2)' Perusahaan Daerah adarah Fenxahaan ya'g hergerak dibidarigusaha perhuta'an, perkebunarq pertanian. perilana* peremakaq
perfambanga4 angkutan dan perdagangan urnum expof imporserta jasa lainnva.

pasat 4.

Disarnping usaFea sebagairnana dirnaksud pada Fasatr 3 peratwan f)aerahini Penrsahaan Daerah dirn*ngkinkan untark mengemLr.rngkan usaha dan
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kefiasarna dcngan pihak lairg sesuai dongan ketentuan yang

B AB III

MODAL.

Pasnt 5.

dasar Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp'

,000,- (ima milyar rupiah), sehrnrhnya merupakan

daerah ya,ng dipisahkan.

,:.:;;!l;. 
-

tZl. inModal dasar dimaksud ayat (1) pasal ini lUodal yang disetor

sebesar 10 Yo (seputuh per-seratus) atau Rp. 500.000-000,- (lima

,.i,l{ry 
jutl rupiah), sisanya secara bertahap akan dipenutri dari hasil

deviden yang diperoleh dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga

lainnya dan dari sebagian laba bersih Perusahaan dan suhrber-

,, . srllber lallnya yang syah serta tidak mengikat'

(3). Modal yang disetor dimaksud ayat (2) Pasal ini diperoleh dari dana

yang disediakan dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jarnbi-

Pasal 6.

Penambdnst nodll dasar Pens3[aan Dae'rah akan rlise$uaikan dengan

kebutuhan dan perkembangan usaha dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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BAB IV
PENGURUS

Bagtan Pertama

T}  IR  EK  S I

Pasal 7.

(1). Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdfui
dari seorang Direksi utarna dengan dibantu oleh treberapa orang
Direksi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Fenrsahaan
Daerah.

(2). Dreksi utarna berfanggung jawab kepada Gubernur melalui
Dewan Pengawas.

(3). Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekedaan atau
jabatan eksekutif lainnva"

(4). Anggora Direksi befiempar tinggal di rempar kedudukan
Perrrsahaan Daerah.

(5). Antar sesanur anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga
sampai dera.iat ketiga, traik rneruuut garis lwus nnauprxn kesamping
termasuk rnenantu dan ipar.
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Pasal 8.

:SfooaDireksi adalatr Warga Negara Indonesia yang :

.:,,.t'4,.

n;iig*6g1i keahlian dibidang penrsatraan dan keahlian tehnis masing:

masing rmit usaha ;

b. Mempun"vai ahlak s€rta moral yang baih

a. Sotia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

d. Tidak tsrlibat baik socara langswrg nauprm tidak langsung dalam
'"tr*i"p 

kegiatan yang mengkhianati Negara;

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;

f. Sohat lasmani dan rohani'

Pasal 9.

furggota Direksi diangkat oleh Gubsrnur atas usul Rapat Dewan

pengawas. untuk masa jabatan selama-lammya 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan itu berakhir.

Anggota l)ewan dapat menduduki jabatan Direlai 2 (dua) kali

masa jabatan berturut-turut dan paling tama f (tiga) kali masa

jabatan apabi-la keadaan tersebut sangat diperlukan dan

dilaksanak an secara s elektif.

(1).

(2\.

t 3



pasal 10.

Sebelune anggota Direi<si menjalankar tugasKeputusan Guber:bersangkutan dJil Jiltriltril?#n
Sumpah Jabatan.

pasal 11.

(l). Direksi menselota rtr- -^--,se suai r**. ?,1"f.ffffi-#9i;;T1;
@. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawaiperafirran penurdang_undangan yang berlaku.

(3)' Direksi menefapkan sus'nan organisasi dan tata kerja penrsahaarDaerah atas persetujuao Cubemu
pengawas. 

Yr'vrsJ*d'u LruDennur setelah rnendengar usul Dewa

pasal 12.

(1)' 

ff$"*"rffi. 
rnewakili Perusahaan Daerah cridalam maupun

@" secara terhrris dapat menyerahka, kekuasaan mewak'i dimaksudpada ayat (l) pasal ini, kepada orvang khusus dirunjuk urru *'",ffiffi*iffiXHrff
baik sendiri rnaupun bersaffia-sarna atau kepada orang alau Badan

berdasarkan

terhadap

dan penga

"7A



Pasal 13.

dan Frurgsi diatur dalam suahr Keputusan yang ditetapkan oleh
setelah mendengar peirdapat dari Dewan Peirgawas sesuai

peraturan perundang-utrdangan yang bedaku "

Pasal 14.

berpedoman kepada perafiran perundang-undangan yang berialu

dapg{mela*ukan hal-hal sebagai be'rikut :

r. Merftirka Kantor-kantor Cabang Pembantu, Perwakilan dan urit

Usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan.

b. Me,mbeli, m.grdual atau dengan cara lain mendapatkan atau
melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan

Daerah.

c. Melakukan penyertaan modal kepada pihak ke tiga.

d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka
mengembangkan usaha.

Pasal 15.

(1). Anggota Direksi berhenti karena :

a. Masajabatannya berakhir ;
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b. Meninggal dunia.

(2). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubsrnur karena :
a. Permintaan sEndiri :

b. Melakukan findakan yang merugikan perusahaan Daerah atsu
perbuatan 5'ang tercela ;

c, Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengql
kepentingan Dasrah atau Negara :

d. sesuatu hal yang mengakibatlan ia tidak rtapat melaksanak4l
tugasnya secara wajar.

(3). Gubemur membertrentikan sementara anggota Direksi yang diduga
rnelakukan perbuatan tersebut ayat {2) huruf b.". dln d pasal ini
atas usul Dewan Pengawas.

(4). Fennberhentian semenrara tersebut ayat {3) pasal ini diberitahulun
secara terfulis oleh Gubemur kepada anggota Direksi -.;dng
bersangknrtan disertai alasan-alasan .vang rnenyebabkan tinchkan
itil.

(5)' Daiam hal terjadi pernberhentian sementara sebagairnana dirnaksud
pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hatr sebagai berikut :

a. 'Anggota Direksi yang bersangkulan diberi kesempatan unfuk
rnembela diri dalant wakru 1 (satu) buian sejak anggota Dilcksi
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ff-I"'',t',:',
tersebut diberitahukm tentang Fnrberhe'ntian sementara. Jika

anggota Direksi yang bersangtutan dianggap menerima

apaprm yang dipufirskan oleh Dewan Pongawas'

Didalam sidang tersehut huntr a Dewan Pengawas

memutuskan apakatr anggota direksi yang bersanglutan tetap

diusulkan untr:k dibertrcotik-a-n atatr drlbertrentikan sementara

itu dibatalkan secara resmi kepada Gubernur'

c. selarnbat-lambatnya 1 (saur) bulan sejak berakhirnya sidang

yang d.imaksud dalam huruf a Gubemur mernberitahukatr

Keputusarmya terhadap usul Direksi yang

bersangkutan Datam hal pernberitahuan tidak dilakukan dalant

waktu tersebut diatas, maka perrberhentian sementara itu batal

karena hukurn

(6). Jika sidang tersebut pada ayat (5) pasat ini tidak dilakukan oleh

Dewan Pengawas dalam .waktu 1 (satu) bulan setelah

pemberhentian semefitara itu diberitahukan menurut ayat (4) pasal

ini maka pemberhentian sementara iar batal karena hukum.

(7), Apabilaperbuatantersebutdalam ayar(Z)huruf b dan c pasalini

merupakan tindak pidana maka pemberhentian itu adalah

pemberhentian dengan tidak horrnat'

n-



Bagtro Kedua

DEWAN PENGAwAs

pasal 16.

{l)' Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umurn perusahan
Daerah dan rnenjalankan pengawasan, pengendalian dapembinaan te'hadap perusahaan Daefah berdasarkan ketenfuaporahrran perundang-undangan 

yang bedaku.

{Z). Dewan pengawasan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasat 17.

(l). Anggota Dewan pengawas harus warga Negara Indonesia yang :

a. Memiliki kernampuan dan dipandang mempunyai ahlak
rnoral yang baik ;

b' Tidak pernah rnelakukan kegiatan atau rindakan-tindakan yang
tercela ;

c' Diangkat r'lari tenaga yang mempunyai dedikasi. Dipandang
cakap datr mempunyai kemarnpuan unurk mer{alankan
ketrliaksan aan Gubernllr rnengenai pemhinaan dan pengawasan
Peru,sa,haan :

dan

'7{)
l ( )



@.

' '::Ji

',.5.r

i d" Tidak terlibat s€catra langsung marryun tidak langsung terhadap
setiap panghianatan kepada Negara ;

e. Bertempat tinggat ditempat kedudukan perusahaan.

Antar sesarn^a anggota Dewan peirgawas dan antara imggota
Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada
hubrmgn keluarga sampai rteralat ketiga baik menurut garis lunrs
maupun kesanrping termasuk menantu dan ipar. Jika
paqat$atannyq mereka masuk hubungan keluarga itu maka
unfr* melant'utkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari
Gubsmuf,.

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepen-tingan
yffrg bertrubungan dengan atau mengganggu kepentingan
Perusatraan Daerah-

Pasal 18.

(1). Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang boleh seorang
ditunjuk sebagai Ketua.

(2). Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa
jabatan selama-lamanya 4 (ernpaQ tahun dan dapat diangkat
kernbali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang
bcrsangkuian <iiiuqiuk kernbai i.

(3).
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pasal 19.
(1)' Dewan Pengan-as mernpunyai wewenai:rg pengaw?san di scinriir

bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas penrsahaaq
Daerah.

(2r. Pengawasan oleh Dewan pengawas dapatdijalanftan :

a. Secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
' b. Insidentil atau sewaktu-wakhr dipandang perlu rnenurut

pertimbangan Dewan pengawas dalam menjatankan tugasnya.

(3). Dewan' Pengawas dapat menwrjuk ssseorang atau beberapa alrli
unhrle melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya
Perusahaan Daerah.

(3). Anggota Dewan Fengawas

masa jabatan bernuut-hmrt
jabatan apabila keadaan
dilaksanakan sangat selelftif.

dapat menduduki jabatan 2 (dua) ka11
dan paling lama ,1 (tiea) kali rnasl
tersebut sangat diperlukan dal

P,:ngawas ditetapkan
pcrundang-undangan

Pasal 20.

Tata tertib dan cara rnenjalankan pekerjaan Dewan
oleh Gubernur sesuai dengan ketenfuan perafuran
yang beriaku.

EO



ffT.
F ,{$,,,' Sasal 21'
F  " . '
$ ,

i ttl. Afrg$otaDewan Pengawas berhenti karena :
'
i 'irne'I 

,. Masa jabatan berkahir.
't*tt 

b. Melringgal dunia'
:. t:: j : i

1if.'" etggot Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur
'' *t 

koto, t

a- Permintaan sendiri.

b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau
':, perbuatan yang tercela.
: 

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan de,ngan
' kepentingan Daerah atau Negara.

' ' 
d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan

tugas s€gara wajar.

(3i. Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini. Anggota Dew'an
' Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari

tugasnya oleh Gubernur.

(4) Pemberhentian sernentara itu diberitahukan secara tsrfulis kepada
'-: ' 

Dewan Pengawas lainnva serta alasan-alasan ,varig menyebabkan

pemberitahuan s ementara tersebut.
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I
I
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1
I

J

a. Anggota Dewi

*:tT** 
kessm'ahn

anggcfa o"*,**9 
saham-catai ;ut* 

yang diada&an

pemberhsn,* ..-ly J:--";;J'fl J.fiil-:;'Tpemberhsntian 
se,, 

'iir'itour drbeifahu.tan 
t€

rro*gtur"r* ;#T":.tik" 
anggota Dewan n**r**o.**J*il' o'*[J"o ffi ",*H"J:H: 

#;.:-
b 

:ffi;:il: 
itu pernesans saham memutuskan

untuk aiurrr,r.i.ffu-T-]:: bersanskutan refap duntuk diberherrtil 
- - Jqr6 uErEangl(utan tefap diusu

dibaratkan * ,"1T 
ahukah pemberhentian 

ssrnen
tertulis kepada d;m 

menyampaikan u*"**nu"".r.

c. Selambat_lamba

sida'g ,".*"bor4t 
1 (satu) buia

menseruark",, o,*^3*' itJ""*T 
-'rl"lt'ff":t,:

mengeluarkan suraf K"",,,*,-:.:, 
u pasal ini. G

kepada anggora rr-j*Y*an 
dan penyarnpai* *..urlvan Pengawas 

)ang bersangkutaft.

:"::ihar 
penyampaian surar Keputuswaktu Yang difentukan. 

",";^^:*t:un 

tersebur fidak dflakukan
menunrt h*kurn, 

<an, rnaka pemberherarjan 
sennenr*" ,*- rneqiadi

(4) pasai;"i ailuLuf 
-'"'ustilolltl:u1 

serne
an hatr-har sebagai,Hffi ;ebasai 

fersebur

to)" 
J:h "n1'**.jn:'oot Tf--*n {5} pasar ini ridak diadakan(satu) bdan' **i*l*"*: 

usak dia
rwid.u pernberlnentiari
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(2)

meilrnrt ketenhran ayat (4) pasal rm, maka usu
dimaksud ayat (3) pasal ini dan Srnat Kepufirsa

se,mEntma oleh Gubsmur tertradap yanl
meqiadi batal menurut hukrun.

Pasal 22

Dewan Pongawas *enjalankan tugasnya terlebih dahuh
pelantikan dan pe,ngarrbilan zumpah oleh Gubernur.

setiap Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan
i Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri

Pasal 23.

Purghasilan Dewan pengawas dan Direksi diatur oleh Gubemur
atas'sul Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan
penndang-undangan yang berlaku.

Perafuran Gaji Pegawai perusahaan Daerah diatu oleh Direksi
dengan persetuj'an Dewan pengawas sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan
meinperhatikan kemarnpuan perusahaan Daerah.

X {



I ,AB V

PENSILIN DAIY TTT{JANGA}{ HARI TUA

pasal 24.

(1). perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tu4jangantua bagi Direksi atau pegaw:ii yang merupakan kekayaan.

(2)- Dana pensiun dan turfangn hari tua dimaksud ayat (I) pasalbersumber dari :

a' 
;ffi;H;H'-ansan 

Frari rua dari Direksi ctan pegaq,ai

b. Bagun dari laba,
c. Usaha-usatra lain yang sah.

(3). Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana sebagai ruanadimaksud pada a'vat (l) ;:asal ini sehingga cukup rnenienuhikewajibannya. 
---*'c2-nc vqR

(4). Pelaksanaan ketentuan a1.at (1)
Gubsr.nur dengan berpedr:man
undangan yang berlaku.

dan {2)
kepada

pasal ini ditetapkan oleh
peraturan perundane-

8,4



BAB

RENCANA KERJA DAN ANGCARAN

' Pasal 25.

I

Selarnbat-larrbatnya 1 {saUr) bulan sebelum talnrn buku. Direksi

gonyampaikan kepada Dewan Pengawas anggaran dan rencana

kerja tahunan Perusahaan Daerah untuk disahkan.

Apabila sampai dengan permulaan tahun buku- Dewan Pengawas

tidak mengemukakan keberatan, maka :mggaf,an dan rencana kerja

talnrnan Pertrsahaan Daerah tersebut berlaku-

Tiap perusahaan atas anggaran dan l.dlcana kerja tahunan

Psrusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun bul''-u yang

bersangkutan hanrs mendapat persetujrian Dewan Perrgawas.

(4). ,{nggaran dan renc.ana ke{a tahunan Penrsahaan Daerah yang telah

disetujui oleh Dervan Pengawas disampaikan kepada Gubemur dan

Direksi Perus ahaan f)aerah

.;1

str
f

042
, '{:',1i..*:

(3);
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BAB 1,TI

ll.dl{trN Bliiru DAN FERHITUNGAN

pasal 16.

(1). Tahun Buku perusahaan Daerah adalah Tahm Ta&wrn.

(2)' selambat-rarnbatnya 6 (enam) buran sstelah berakhir tahun buftx
Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dqiNerac.a dan perhifungan Rugi/I-aba yang telah diperiksa fu1diteriti oreh Aruntan kepada newan pengawas guna diteruska
Kepada Gubernur.

(3). Neraca dan perhitungan rugi,lraba tersebut harus ditanda t"*gu'i
oreh Direksi dan Dewan Fengawas atau setidak-tidaknya kema
Dewan pen$arvas" atas nama Dewan pengawas.

(4). Neraca dan perhitungan nrgi4aba yang disahkan oreh Glrbernur
rnernberikan pembetrasan tanggrurg jawab kepada Direksi rlar
De*an pengaw,as (aquit dengan cliarge)

(5). Direksi wajib rnenlbuat raporan se'ara niti* setiap -i buran sskali
dan laporan tahunan tontang perkembangan usaha Ferusahaan
Daerah kepada Ketua Dewan F*nsawas.

(6). Direksi diwajihkan

disahka:r lnr ctralam

mengumun*an perhil-r"engan tahunan yan4
bcrit;r i)aerah rlan lXalam saia-h satu {uriu

R6



an yang terbit dalam Daerah atas usalu Perusahaan

cra pembuatan

Perusahaan
yang berlaku.

BAB VI I I

PSNETAPAN DAN PENGGI.NAAN LABA BER.SIH

Pasatr 27.

penyampaian dan pengesahan perhitungan

Daerah diatur sesuai dengan keteirhran

i t*^ bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Gubemur

i peqrbagiamya ditetapkan sebagai berikut :

aKrsDaerah 25o/a

b. DanaPembangunan Daerah. 3A a/o

c. Cadangan Llmum. 25 o/o

d- Ja.sa Produksi. I a/a

e. Trurjangan Hari Tua.

f. Dana Program Pembinaan 2oA

BAB IX

TAI{GGUNG JA1VAB DAN TLNTLI-NAN GANTI RUGI

Pasal28"

(l). Direksi Utarna dari para Direktur dalam ksdudukarava sebagai

anggtr a Direksi serta semua Pegawai F*rusahaan 1)aerah 5'an9
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;:::,"-'*Yan+nlakan hukum, peraturan arauketentuan Dewan 
- 'a$^qr\ Psra&rran atau kr

fti€Iaksenet -* ,-^__. .l*n**u* afarr karena kelalaiarrmelaksanakan kewaiit "* ,_ 
* ^d'rellil Ke'alfliar

mereka rfen** ,^-{tbuo 
,Lrt. fugas yang <iibcbanlanmerek4 dengan langsurr., --^.- -r,:, 

JurE I'ilu(Jo

kenr.,io- L^^: n 
,*l*U atau tidak langsung telah

*m 
bagiperusahaan Daerar d;;ffi jruilI

tensebut

Ketentuari-ketenfna
Nrrtra,.i/rr^^--r 

tentang ganti rugi ferhadapNegerilDaerah bukan o^-rlr-,11"' 
rtrgr rerhadap Pe:an Bendaharawan berlaku *"p**rrn uanggOta Direlcsi rlon r)^^_aoggota Dilepui dan pegawai perusahaan Daerah_

BAts  X

PEMBI ] \AAN

pasat 29"

IVlenteri Dalarn Niegen mehkuk:
Perusahaan Daerah dahm i.angka *i_:::binaan 

**:* terhadap
pemsahaan Daerah sebag.;ii .,1*. krr*,,;ilTl:ffff"ff hasii euna

(2)"

38



B,A-B XI

PEMBUBAR.A] \

Pasal 30.

Peinbubaran Penrsahaan Daerah ditetapkan dengan peraturan

Daqah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri
Dalaln Negeri.

Gubemur menur{uk Panitia pembubaran perusahaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini.

. i r r$i

(3). Dalarn hal Perusahaan Daerah dibubarkan, maka hutang dan
kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Ferusahaan
Daerah sedangkan sisa lebihnya menfadi nrilik pemerintah Daerah.

t

(4). Pertanggung Jawaban pembubaran perusahaan Daerah oleh panitia
pembubaran disampaikan kepada Gutren:lur I'ang memberikan
pembebasan tanggung jawab tentang ;rekerjaan yeng telah
diselesaikan oleh Panitia pembubaran.

Pasal 31.

Dalam hal teqjadi pembubaran perusahaan Dasrah sebagaimana
dirnaksud dalarn Pasal 30 psraturan Daerah ini penyelesaian keka yaan
Direksi dan Pegawai Penrsahaan Daerah diatun oleh Gubenrur.

ii',
l : 1

"'li
Q)
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Bag xrr

I(ITENTUAN PENUTUP

Pasal J2.

Fld-hal yang belum diatur dalarn Ferturan Daerah i!.
mengenai tehnispelaksanaannyaditetapkan oreh Gubea-nur. 

sepatdaxg

Pasal 33.

Peratruan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapaf mengetahuinya rnemerintahkan pengundangal
Peraturan Daerah ini dengan penempata*ya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Di te tapkan  d i  :  Jamh i
Pada tanggai : tr4 Mei 199?

GLBER\LR KEPALA DAERAH
TT5IGKAT I J"4h.{BI

DE\4"T\ PER1{,'AKTL,4.N'
R".{K}-AT D.A,ER .H PROF,
DAER{H TK.I JAMBI.

KE TUAs

dto

H.Iv{O}ID. SYUKUR

dto

DR.S. Fi. ABDLRRA} {h,fu\}i S AYOETI

vt,t



DISA.HKAN;

Srnat Keputusan Msnteri Dalanr Negeri tanggal 15 September

: 539.25 - 1015.

MENTERI DALAM NEGERI

dto

MOII" YOGIE, S.AII.

DIUNDANGKAN:

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah thgtut I Jambi.

Nornor : 389 tanggai : 18 September 1997

Ser i  :  D .  Nomor  :  436"

SEKR.ETARIS WILAYAH / DAERAFL

D.T.O.

I)ru. H. HASrP KAL-rS{UI}I}il\ SYAB4.-
PEMBINA {JTAh{A NtrP. 430 &80 772
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.  PENJELASAN

PERATIIRAN DAERAH PRoPINSIDAERAII TINGKAT I
JAMBI

NGMOR:5  TAHUN1997

TENTANG

PEMBENTLiKAN PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTII{

Penjelasan Ummr

Dalam rangka menunjang pelia.ksanaan Otonomi Daerdr

yang nyata dinamis serasi dan bertanggung jawab agar semakin

mampu melaksanakan urusan rumah tangganya. maka usaha

menambah dan meningkatkan sumber keuangan dalarn

membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan peiaksanaalr

pembangunan di Daerah inorupakan fakror yang sangat

menen8rkan.

Keuangan Daerah sebagi sumber kekuatan dalam

mernbiayai pelaksanaan kegiatan dimaksud senanfiasa harus

digali dan dikembangkan secara baik efektif dan efisien serta

profesionai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku"
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t r , r
ir ,'' Untuk ihr maka Pemerintatr Daerah Tingkat I Jambi

rnenganggap perlu mendirikan Pelusahaan Daerah sebagai

inmbahan dari Penrsahaan Daeratr yang sudah ada.

fr Penjelasan Pesal demi Pasal.

Pasal 1 sld Pasal 33 : oukuPjelas.
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